KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
SELATAN NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf ¢

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Seketariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya
menyatakan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah  di  lingkungan = Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua
KPU Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan ketentuan Bab III Huruf A
Dokumen SPIP-S.I Lampiran Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor : 443 /Kpts/KPU/Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan
unsur-unsur yang dapat dipertimbangkan dalam
pembentukan satgas penyelenggara SPIP, vyaitu:
Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Tim Kerja, dan

Sekretariat;



C.

Mengingat : L

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 47
Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Selatan Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 442);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,



10,

11.

12,

13.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Seketariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

Peraturan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1338);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
99);

14. Keputusan Komisi Pemillhan Umum Nomor
443 /Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 47
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023
Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2023, dengan
susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan
sampai dengan 31 Desember 2023.
Tanggung jawab akhir Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan berada di
bawah Divisi Hukum dan Pengawasan, dan tanggung jawab
operasional berada di Kepala Sub Bagian Hukum.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI. PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

MUHAMMAD TAQIYUDDIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA  JAKARTA
SELATAN NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2023

No.

Nama

Jabatan

Jabatan
dalam
Satuan
Tugas

Tugas

2

3

4

5

Muhammad
Tagiyuddin

Ketua

Pengarah

Ali Akbar B.

Anggota

Pengarah

Mega Agustin

Anggota

Pengarah

Fachmi Hidayat

Anggota

Pengarah

Yusuf Pasaribu

Anggota

Pengarah

Menyusun
kebijakan
Penyelenggaraan
SPIP dan
mengarahkan
penyelenggaraan
SPIP agar sesuai
tujuan,
kebijakan, dan
rencana tindak
yang telah
disusun

Danny M.M Pora

Sekretaris

Penanggung
Jawab

Membantu dalam
mengarahkan
dan  menyusun
kebijakan
penyelenggaraan
SPIP, serta
melaksanakan
pengendalian
untuk menjamin
kualitas
penyelenggaran
SPIP

Atika

Kepala Sub
Bagian
Hukum dan
SDM

Ketua

Menyusun
rencana tindak
dan jadwal
Penyelenggaraan
SPIP, memimpin




serta

mengkoordinasik
an pelaksanaan
kegiatan tim
kerja
8. | Podang Wahyowidoro | Kepala Sub Tim Kerja | Fasilitator
Bagian penyelenggaraan
Teknis SPIP di unit
Penyelengga kerja, menyusun
raan, rencana
Partisipasi penyelenggaraan
dan SPIP dan
Hubungan membentuk tim
Masyarakat kecil untuk
melaksanakan
suatu kegiatan
penyelenggaran
SPIP
9. | Artanty Arsyad Pelaksana Sekretariat | Mengelola
Sub Bagian Administrasi,
Hukum dan Keuangan, dan
SDM dokumentasi
kegiatan
: penyelenggaraan
10. | Cehat Pelaksana Sekretariat SPIP, serta
Sub Bagian menyiapkan
Keuangan, laporan
Umum dan penyelenggaraan
LOngtlk SPIP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JA

XTA SELATAN,

MUHAMMAD TAQIYUDDIN




